
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR:D).I/B0B/2010

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI STRATA DUA PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

PADA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAMNEGERI (STATN KEDIRI

Menimbang

TAHIIN 201O

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM.

bahwa dalam rangka memberikan otonomi kepada Perguruan Tinggi Agama
Islam untuk mengembangkan kelompok bidang ilmu tertentu sesuai kebutuhan,
maka perguruan tinggi didorong untuk menyelenggarakan program studi yang
bermutu dan relevan;
bahwa dalam rangka pembinaan, pengembangan dan pengaw€uan atas
Perguruan Tinggi Agama Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam telah
melakukan pengkajian terhadap usulan pembukaan program studi strata dua
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kediri;
bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf (a), dan huruf (b) di atas perlu
ditetapkan izin pembukaan Program Studi Strata Dua melalui Surat Keputusan
Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia
tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Strata Dua Pendidikan Agama
Islam Pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kediri.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 4301);
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran
Negara RI Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor
4586):

Mengingat

3. Peraturan Pemerintah Nomor l9 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 Pendidikan Asama dan Pendidikan

7.

Keagamaan;
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara
RI Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5007);
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Pendidikanl
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 Tentang
Pembentukan dan Organisaasi Kementerian Negara;
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 Tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi,
Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan
Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, sebagaimana telah diubah dengan
Permendiknas Nomor 6 Tahun 2010;

l.

c.

2.

5.

9.



Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETiGA

KEEMPAT

KELIMA

10. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 520 tahun 2001 tentangPedoman Penyusunan Statuta perguruan Tinggi Agama;ll. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 394 Tahun 2003 tentang pedoman
Pendirian Perguruan Tinggi Agama;

12' Keputusan Menteri Agama RI Nomor 156 Tahun 2004 tentang pedoman
Pengawasan, pengendalian dan pembinaan program -Diploma, 

Sarjana danPascasarjana pada perguruan Tinggi Agama Islam;
13. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 3g7 Tahun 2004 Tentang petunjuk

Pelaksanaan pembukaan program studi pada r"rgu.uu'iinggi Agama Islam.14. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun zoodreniang 5?guniruri dan TataKerja Depademen Agama RI;
15' Peraturan Menteri Agama Nomor 36 Tahun 20og Tentang penetapan

Pembidangan Ilmu dan Gelar Akademik di Lingkungarr 
-p"rguruun 

TinggiAgama.

Hasil rapat tim teknis dan penilaian proposal pembukaan program pascasarjana,
Alih Status/Perubah.an \ama pada perguruan tinggi agama Islam DirelctoratPendidikan Tinggi Islam, Direktorat Jendell pendidiliin rrti--rr-.nterian AgamaRI tanggal28 s.d.29 Agustus 2010 di Jakarta

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG IZINPENYELENGGAIIAu{N PROGRAM STUDI STRATA DUA PENDIDIKANAGAMA ISLAM PADA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLA]VTwecBru (STAIN)KEDIRI TAHTIN 2010.

Memberikan izin penyelenggaraan program studi Strata Dua pendidikan AgamaIslam Pada Sekolah Tinggi 
{cama Islam Negeri (srAIN) Kediri ,r.rtutl-gta waktu2 (dua) tahun sejak ditetapkan dan selanjutnya agar diajukan untuk memperoleh

akreditasi;

Penyelenggara wajib menyampaikan laporan tentang penyerenggaraan program studisetiap akhir semester kepada Direktur Jenderal penalaitai"Islam Kementerian
Agama RI Jakarta;

Bagi penyelenggara prograrn studi yang lalai dalam melaksanakan kewajiban
menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA keputusan ini,Direktur Jenderal pendidikan Islam dapat -"nrubut irin penyeLnggu.* program
studi dimaksud pada diktum KESATU ieputusan ini; !

Penyelenggara bertanggung jawab untuk menyelenggarakan program studi sesuaide.nsal peraturan yang berlaku, dan bertanggung jawab puta terrrJaap segala akibatsebagai konsekuensi apabila program siuai-i"rs"uui dinyatakan tidak layakberdasarkan hasil evaluasi selama z (dua) tahun penyelenggiuaan;

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

22 Nopember 2010Pada

DIREKTUR DERAL,

J


